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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang  yang hidup pada dasarnya harus bekerja dan mempunyai 

pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap orang 

yang bermacam-macam. Dalam suatu pekerjaan pasti dibutuhkan suatu tenaga 

kerja karena adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Tenaga kerja 

merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tenaga 

kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 1

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa 

hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan 

sendiri dan orang lain. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk orang 

lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.2

1 Kanyaka Prajnaparamita, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Adminitrative Law & 
Governance Journal, Vol. 1, Edisi Khusus 1, 2018, hlm. 2.

2 Shinta Kumala Sari, 2011, Perlindungan hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
hlm. 1.



Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari 

pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka 

menjalankan roda pembangunan di negara Indonesia ini. Indonesia adalah 

negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk yang juga sangat besar. 

Dengan kata lain, Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia/tenaga 

kerja yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar 

untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya 

manusia/tenaga kerja  yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya 

lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan berdampak 

buruk dan memberatkan bagi perekonomian negara.

Hubungan antara recht person dan naturlijk person di era modern 

seperti ini tidak bisa dihindari lagi, dapat dilihat contohnya pada era globalisasi 

ekonomi dunia, maka berdampak pada salah satunya kerjasama dibidang 

pekerjaan. Akan muncul dimana sebuah hubungan hukum antara badan hukum 

atau perusahaan sebagai majikan dan manusia sebagai karyawan atau pekerja, 

yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja sehingga menyebabkan 

adanya hubungan kerja diantara kedua. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat, hak dan kewajiban para pihak. Sebagai suatu Undang-Undang yang 

tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan 



kesejahteraan pekerja dan keluarga, maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja.3

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa 

hubungan kerja dapat terjadi akibat adanya perjanjian kerja baik perjanjian itu 

dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-

Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sahnya perjanjian 

harus memenuhi syarat yang diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan, 

pada Pasal 52 ayat (1) UUK menyebutkan 4 dasar perjanjian kerja, yaitu: 

1) kesepakatan kedua belah pihak; 

2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

Syarat 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak 

dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya 

3 R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 10.



kepada pihak yang berwenang. Sedangkan syarat 3 dan 4 apabila tidak 

terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak sah sama sekali.4

Perjanjian dalam dunia kerja sangat penting kedudukannya karena 

perjanjian itu yang akan menjamin hak dan kewajiban dari pihak pekerja dan 

pengusaha. Perjanjian kerja merupakan sebuah awal dari terjalinnya hubungan 

kerja antara pihak pengusaha dan pekerja. Pasal 50 Undang-undang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.5 

Ketenagakerjaan  merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak 

dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan kepada 

Pancasila maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Hak-hak tenaga kerja yang yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan 

Indonesia, yang mana didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja 

merupakan hal yang seharusnya selalu diperjuangkan agar harkat dan 

kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap mem 

perhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

4 Nikodemus Maringan, 2015, Tinajauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) Seacara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Palu: Universitas Tadulako, hlm. 2-3.

5 Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4729)



bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan atau 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.6

Hukum dalam bidang Ketenaga kerjaan sangat penting untuk dibentuk 

guna melindungi hak-hak dari pekerja atau buruh yang bekerja pada suatu 

perusahaan karena secara tidak langsung, pekerja/buruh tersebut telah 

memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Seseorang dalam status 

dan kedudukannya bekerja pada perusahaan berhak untuk mendapat-kan upah 

serta hak lainnya yang berkaitan dengan status dan kedudu-kannya sebagai 

pekerja pada perusahaan, dan pekerja tersebut juga memiliki kewajiban untuk 

memberikan prestasi baik dengan menghasilkan barang, memberikan jasa, 

maupun kewajiban lainnya yang berkaitan dengan status dan kedudukannya 

sebagai pekerja pada perusahaan tersebut.7

Dilihat pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata menunjukan 

bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan 

atasan serta adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian 

kerja dan perjanjian lainnya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pengertiannya lebih umum karena menunjuk pada 

6 Yuliana Yuli W, Sulastri dan Dwi Aryanti R, 2018, Implementasi Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan 
Terbatas, Jurnal Yuridis, Vol. 5, , Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hlm. 187.

7 Mohammad Ilyas, 2018, Pengambillalihan dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak 
Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3, Seamarang: Universitas Semarang, hlm. 
1.



hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak 

dan kewajiban para pihak.8

Dalam pasal 86 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja; 2. Moral dan 

kesusilaan; dan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai agama. Sedangkan dalam melaksanakan hubungan industrial, 

pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, 

melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam penegakan hukum 

adalah pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.9

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang memperkerjakan orang untuk 

bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai 

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam 

bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum dilaksanakan atau 

8 Rizqa Maulida, Dahlan dan M. Nur Rasyid, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak 
Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama, Kanun Jurnal Hukum, Vol.3, Aceh: 
Faultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 3

9 Zulkarnain Ibrahim, 2011, Buruh Kontrak: Dilema Di Negara Kesejahteraan (Studi Terhadap 
PKWT dan Outsourcing), Disampaikan pada Rapat Senat Khusus Terbuka Fakultas Hukum Universitas 
Sriwijaya, Palembang:  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 16.



bersifat dasar, dengan berasaskan usah bersama, kekeluargaan dan kegotong 

royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semnat Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nilai-nilai kepastian hukum dalam hukum ketenagakerjaan, harus satu 

kesatuan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam 

peraturan-peraturan akan dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha bila bermanfaat 

dan memberi keadilan bagi mereka.10

Dikemukakan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa, ada 8 (delapan) alasan dalam pemutusan hubungan 

kerja yaitu, karna undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan kariawan, 

pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan kariawan, meninggal dunia, dan 

perusahaan dilikuidasi.11 Di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, masalah pemutusan hubungan kerja terdapat beberapa jenis-

jenis pemtusan hubungan kerja diantaranya adalah pemutusan hubungan kerja 

karena pekerja atau buruh meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja atas 

kemauan pekerja atau buruh, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau 

perushaan serta pemutusan hubungan kerja karena putusan pengadilan.

10 Zulkarnain Ibrahim, 2015, Pengaturan dan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem 
Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 22, No. 4, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

11 Nikodemus Maringan, 2015, Tinajauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) Seacara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Palu: Universitas Tadulako, hlm. 4.



Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau perusahaan dapat 

terjadi salah satunya karena Pensiun. Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja atau buruh karena telah memasuki usia pensiun, sebagaimana 

yang telah diatur pada Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi tidak diatur secara tegas dan jelas pada 

usia berapa bagian batas usia peniun dapat berlaku.12 Serta pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Pensiun, aturan usia pensiun diatur dalam Pasal 15 yangmana 

ayat (1) berbunyi “Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh 

enam tahun)”.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengusaha 

diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 

serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal ini pun juga telah di 

atur pada Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tepatnya 

pada Pasal 156 dan Pasal 157. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima dari upah pokok dan segala macam 

bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada buruh dan 

12 Deden Muhamad Surya, 2018, Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi 
Dintinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 
2, hlm.180.



keluarganya. Selain upah, besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa 

kerja juga ditentukan oleh masa kerja. 13

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena pekerja yang memasuki 

usia pensiun menarik untuk dicermati karena dalam perusahaan dimungkinkan 

hadirnya jaminan pensiun. Perusahaan yang sudah menyelanggarakan program 

jaminan pensiun seringkali merasa keberatan ketika masih diharuskan 

memberikan uang pesangon kepada pekerja yang memasui usia pensiun. Di sisi 

lain, ketika uang pesangon tersebut tidak dibayarkan kepada buruh yang 

memasuki usia pensiun dengan alasan sudah ada jaminan pensiun, pekerja 

merasa keberatan. Secara praktek, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas 

yang sudah menyelanggarakan program jaminan peniun, mengatur mengenai 

kehadiran uang pesangon dalam kebijakan internal perusahaan seperti yang 

berbentuk Surat Keputusan Direksi (SK Direksi). Undang-Undang no.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan memang memberikan peluang untuk mengatur 

hal lain mengenai uang pesangon di perusahaan yang menyelenggarakan 

program jaminan pensiun, dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. Keberadaan SK Direksi oleh perusahaan dianggap 

sebagai peraturan perusahaan yang harus ditaati oleh para pekerja.14

13 Ari Hernawan, 2016, Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi 
Hukum di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun, Jurnal Ilmiah 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 38, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 
2.

14 Ibid, hlm. 3.



Pejanjian Kerja sampai usia masa pensiun tidak dapat digolongkan naik 

ke dalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja 

waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang membatasi lamanya hubungan kerja 

berdasarkan jangka waktu baik menurut perjanjian kerja maupun undang-

undang, akan tetapi dalam perjanjian ini yang membatasi lamanya hubungan 

kerja adalah usia pekerja itu sendiri.15

Terkait atas permasalahan usia pensiun serta hak-hak pensiun yang di 

seharusnya didapat oleh para pekerja yang telah penulis uraikan di atas, didalam 

praktek telah ditemukan kasus serupa mengenai pengajuan usia pensiun serta 

hak-hak pensiun. Hal ini dapat ditinjau dari sebuah kasus yang telah diteliti oleh 

penulis. Kasus ini berawal dari Imam Subagio yaitu seorang pekerja yang telah 

bekerja di perusahaan PT. Panasia Indo Resources kurang lebih 23 tahun 

(terhitung dari tahun 1992 sampai tahun 2015). Karena Imam Subagio merasa 

usianya telah melewati masa usia pensiun, ia pun mengajukan Permohonan 

Pensiun kepada pihak perusahaan melalui manager personalia. Sayangnya, 

pengajuan pensiun tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan meskipun 

permasalahan tersebut telah ditempuh baik secara bepartit ataupun tripartite. 

Pengajuan pensiun Imam Subagio tersbut tidak dilaksanakan karena menurut 

pihak perusahaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pun tidak mengatur 

15 Astrini Dwi Wahyuni, 2009, Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap 
Pekerja Yang Dialihdayakan Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Tesis, Jakarta: 
Universitas Indonesia, hlm. 32.



batas usia pensiun yang berlaku bagi pekerja. Namun Imam Subagio selaku 

pemohon berpandang bahwa apabila menurut ketentuan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 

2 Tahun 1995 maka dasar hukum yang disampaikan oleh pihak perusahaan 

tidak dapat diterima, dan pihak perusahaan harus segera membayar hak pensiun 

Imam Subagio sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tanggal 15 desember 2014, Imam subagio memediasikan 

Permasalahan Penyelesaian Hak Pensiun dirinya terhadap perusahaan melalui 

Serikat Pekerja PUK SP TSK SPSI PT. Panasia Indo Resources dengan Surat 

Nomor 035/PUK SPSI, PANASIA/xi/2014. Permohonan mediasi tersebut pun 

oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mengeluarkan  anjuran-

anjuran yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh Imam Subagio dan Pihak 

Perusahaan per tanggal 26 februari 2015 Nomor : 567/468-HIPK/2015. Namun 

dari anjuran Disnaker tersbut, hanya pihak Imam Subagio yang menerima dan 

melaksanakan anjuran-anjuran tersbut. Berbeda dengan Pihak PT. Panasia Indo 

Resource yang tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankan 

sebagaiman isi anjuran tersebut. Karena adanya penolakan anjuran oleh pihak 

PT. Panasia Indo Resources, Imam Subagio pun melanjutkan gugatannya 

Tentang Penyelesaian Hak pensiun melalui Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengaadilan Negeri KL.I A Bandung sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang No. 2 Tahunn 2004. Pihak Imam Subagio juga memohon agar 



pengadilan dapat meletakan sita Jaminan terhadap barang milik perusahaan PT. 

Panasia Indo Resources dan membayar hak pensiun Imam Subagio.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan tersbut, maka penulis 

tertarik untuk membahas serta menganalisis permasalahan tersebut dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap 

Permasalahan Penyelesaian Hak Pensiun ( Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Bandung, Nomor: 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalah 

yang dibahas didalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Bandung No. 

158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg sudah berdasarkan kepada hukum yang 

berlaku?

2. Bagaimana akibat hukum dari permasalahan penyelesaian hak pensiun 

dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Bandung 

No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg apakah berdasrkan kepada hukum 

yang berlaku.



2. Untuk akibat hukum dari permasalahan penyelesaian hak pensiun dalam 

Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, dalam 

mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan Hukum Perdata 

khusunya di bidang Ketenagakerjaan khusunya dalam permasalahan 

penyelesaian hak pensiun menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 158/PDT.SUS-

PHI/2015/PN.Bdg)

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat agar 

menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari  serta menambah 

ilmu hukum tentang permasalahan penyelesaian hak pensiun. Dan bagi 

pembaca, penelitian ini dapat dijadikan refrensi dan masukan mengenai 

permasalahan penyelesaian hak pensiun.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan apa yang akan dibahas pada penelitian ini, serta untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka ruang lingkup 



penulisan penelitian ini akan menitkberatkan pada Pertimbangan Hukum 

Terhadap Permasalahan Penyelesaian Hak Pensiun ( Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Bandung, Nomor: 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg).

F. Kerangka Teori

Teori ialah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat 

digunakan untuk mengungkapkan serta menjelaskan perilaku dari berbagai 

organisasi.16  Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat 

jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya 

yang paling dalam.17 Fungsi   teori   mempunyai   maksud   dan   tujuan   untuk   

memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.18 

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, ialah: 1) Grand 

Theory dengan menggunakan Teori Keadilan; 2) Middle Range dengan 

menggunakan Teori Negara Kesejahteraan; dan 3) Applied Theory dengan 

menggunakan Teori Kepastian Hukum.

1. Grand Theory  –  Teori Keadilan

Pada Abad Modern John Borden Rawls dianggap sebagai salah satu 

orang yang memiliki peran yang penting dalam mengembangkan konsep 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif dan R & D, CV. 
Alfa Beta, Bandung, 2010, hlm. 54.

17 W. Friedman (selanjutnya disebut W.Friedman II), Legal Theory, Columbia University 
Press, New York, 1967, hlm. 3-4

18 Duanne R. Monette Thomas & J. Sullivan Cornell R. Dejoms, , Applied Social Research, 
Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago San Fransisco , 1989, hlm. 31.



keadilan. Dalam pendapatnya, Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus 

dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap 

orang hendaknya memiliki hak yang sama mendapatkan kebebasan dasar 

(basic liberties) serta perbedaan sosial   dan ekonominya hendaknya distur 

sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang 

berekdudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta 

kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan 

kesempatan yang layak.19

Pemahaman prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu keadilan adalah 

kebijakan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam sitem 

pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak 

dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak 

peduli betpapun effesien dan rapi, harus dihapuskan apabila tidak adil.

Jika selama ini pihak pekerja memndang pengusaha telah 

memperlakukan mereka secara tidak adil, dalam pembayaran pengupahan, 

juga tidak adil dalam prikehidupan sehari-hari. Karena pengusaha dimana-

mana menampilkan kemewahan hidup, tanpa peduli terhadap segala 

keterbatasan pekerja pabriknya yang disebabkan upah yang tidak layak.20

19 Inge Dwisvimiar, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol. 11, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, hlm. 7.

20 Zulkarnain Ibrahim, 2013, Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis 
Terhadap Teori Upah Teladan), Jurnal Dinamika Hukum Jilid 42 No. 2, hlm. 294.



Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu yang 

pertama, dalam teori ini Rawls hendak mengartikulasikan sederet prinsip-

prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai 

keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-

keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” 

adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya 

menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh 

dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara 

refleksif. 

Kemudian yang kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori 

keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls 

memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah 

bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk 

memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-

rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya 

diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk 

kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai 

kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls 

mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih 

unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip 



keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan 

moral etis atas keadilan sosial21

Lalu, tokoh lainnya yang berpendapat mengenai teori keadilan yaitu 

Plato. Plato mendambakan hukum sebagai sarana keadilan. Teori keadilan 

Plato secara riil merumuskannya dalam hukum, sebagai berikut:

a) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia 

yang penuh situasi ketidak-adilan;

b) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, agar tidak 

muncul kekacauan hukum;

c) Setiap Undang-Undang harus didahului preambule tentang motif dan 

tujuan Undang-Undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat 

mengetahui serta memahami kegunaan mematuhi hukum itu, dan insaf 

bahwa tidak baik mematuhi hukum hanya karena takut dihukum. Ini 

berangkat dari konsep Socrates bahwa orang yang cukup radar tentang 

hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu; dan

d) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu 

hidup yang saleh dan sempurna.22

Rumusan keadilan tidak mudah untuk dijabarkan dalam hal yang 

konkrit, karena merupakan rumusan yang abstrak.

21 Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal Tapis, Vol. 9, 
Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 32.

22 Zulkarnain Ibrahim, 2013, Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis 
Terhadap Teori Upah Teladan), Jurnal Dinamika Hukum Jilid 42 No. 2, hlm. 293.



2. Middle Range Theory  –  Teori Negara Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan minimal mengandung empat makna, yaitu:

1) Sebagai kondisi kesejahteraan (well-being);

2) Sebagai pelayanan sosial;

3) Sebagai tunjangan sosial; dan

4) Sebagai proses atau usaha terencana.23

Dalam kajian Ilmu Negara dikenal dua model negara, yaitu negara 

penjaga alam (nachtwakerstaat) dan negara kesejahteraan (welvarestaat). 

Model negara-negara modern sekarang yang dianut ialah negara 

kesejahteraan atau welvarestaat.24

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara 

untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu 

tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal 

ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah 

dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat 

apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga 

negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat 

23 Zulkarnain Ibrahim, Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif, Universitas 
Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm.26.

24 Ibid, hlm. 3.



merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh 

pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.25

Budi Santoso dengan mengutip Kotler menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, 

yaitu: modal, yang terdiri dari pertama, natural capital(modal alami): 

tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, physical capital (modal 

fisik): mesin-mesin, bangunan, fasilitas public lainnya; ketiga, human 

capital (modal insani): nilai produktif Sumber Daya Manusia (SDM), Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI); dan yang keempat, social capital (modal 

social): nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk 

masyarakat. Selain modal social, warga negara adalah sasaran untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan.26

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk 

memenuhikebutuhannya yang vital. Fungsi Negara sudah pula menetapkan 

masalah yang menarik perhatian sarjana-sarjana ilmu politik sejak Plato dan 

Aristoteles. Pada abad ke 18 para sarjana, mengembangkan pemikiran yang 

bersumberkan pada filsafat tentang gagasan-gagasan bertindak yang 

dinamakan ideologi. Berbicara mengenai ideology, kemitraan antara 

25 Oman Sukmana, 2016, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal 
Sospol, Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik GKB, hlm. 109.

26 Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Colateral (Agunan) Untuk 
MendapatkanKredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, Purwokerto: 
Fakultas Hukum Unsoed, hlm. 570.



pekerja dan pengusaha dalam sistem hubungan industrial, selalu menjadi 

kajian pelbagi paham baik secara ideologi liberal dan marxis maupun dalam 

Hubungan Industrial Pancasila. Kesemua pihak tersebut mempunyai dasar 

dan kepentingan masing-masing kelebihan maupun kekurangan.27

3. Applied Theory  –  Teori Upah Teladan

Teori upah teladan erat kaitannya dengan asas kekeluargaan karena 

mengumpamakan satu keluarga atau satu kesatuan yang utuh dalam 

perusahaan. Pihak pekerja tidak dipisahkan dengan pihak pengusaha, dalam 

arti berhadap-hadapan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. 

Kemudian, jika ada permasalahan antara kedua belah pihak, penyelesaian 

masalah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan tidak 

mengutamakan penyelesaian sesuatu dengan pola "tawar-menawar" 

(bargaining position) yang akan menimbulkan ada yang menang dan ada 

yang kalah. Filosofi kearifan lokal, sebagai dasar dari asas kekeluargaan 

berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.28

Dalam teori upah teladan pengusaha akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk memajukan perusahaan dengan mengutamakan 

kesejahteraan dirinya, pekerjanya dan masyarakat disekitarnya. Sebagai 

27 Zulkarnain Ibrahim, Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif, Universitas 
Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 30.

28 Zulkarnain Ibrahim, 2013, Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis 
Terhadap Teori Upah Teladan), Jurnal Dinamika Hukum Jilid 42 No. 2, hlm. 297.



bapak rumah tangga yang baik (pengusaha) akan melindungi dan membela 

keluarganya (pekerjanya) dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun 

dari luar. Memajukan perusahaan dan mensejahterakan pekerjanya, dapat 

dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut:

1) meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam sistem perusahaan;

2) melindungi perusahaan dari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). 

Hukum pengupahan, tidak hanya mementingkan aspek keadilan 

prosedural yang sudah diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan 

termasuk penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga keadilan 

substantif, dalam artian sebagai:

1) pekerja dapat bekerja dengan langgeng, tenang, nyaman dan harmonis 

dengan pengusaha; 

2) pekerja berhak mendapat dan menikmati upah yang layak, memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

3) pekeja dapat menabung sebagian upah untuk biaya kesehatan/ 

pendidikan; dan biaya hidup bermasyarakat secara layak dan 

bermartabat.29

Teori upah teladan sendiri pun memiliki fungsi yaitu sebagai piranti 

atau sarana penghubung antara dasar filsafat hukum dari upah teladan, agar 

29 Ibid, hlm. 298.



menjadi hukum yang dicita-citakan. Kaitannya ke bawah adalah dogmatic 

hukum yang mengerucut menjadi khusus, sempit dan norma-norma hukum 

konkrit. Pada akhirnya, filsafat hukum, teori hukum sendiri dan dogmatic 

hukum, melalui teori hukum menjadi hukum positif.30

G. Metode Penelitian

Penelitian ialag suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan 

kontrusi yang dilakukan sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara 

tertentu secara sistematis dengan berdasarkan suatu system. Inti dari sebuah 

penelitian hukum yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu 

penelitian hukum dapat terlaksana, dan dapat menerapkan metodelogi 

penelitian dengan baik.31 Adapun metode penelitian yang digunakan  dalam 

penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah 

metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari 

perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian 

hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi 

kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian 

30 Zulkarnain Ibrahim, Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif, Universitas 
Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 442.

31 Wahyu Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakrta, 2002, hlm. 7.



hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan 

hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itulah, landasan 

teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat pada tataran teori 

hukum normative/kontemplatif.32

Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian Hukum Doktrinal. 

Penelitian ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada 

sisi Das Sollen dari hukum.33 Pada penelitian hukum jenis, acap kali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan 

(Law in Books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena 

itulah sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), 

yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data 

tersier.34

Pada penerapannya, penelitian ini akan lebih berfokus kepada 

permasalahan tertentu yang kemudia hendak diteliti lebih mendalam. Serta, 

didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menyelaraskan pengertian 

antara peraturan perundang-undangan yang terkait serta tafsiran hakim yaitu 

32 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet ke-II Prenada Media 
Group, Jakarta, 2017, hlm.12.

33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafindo, Jakarta, 
2014, hlm. 83

34 Ibid. hlm. 118



pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 158/PDT.SUS-

PHI/2015/PN.Bdg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang 

bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi 

karya ilmiah.

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum 

normative ialah terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari 

peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap  norma dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga 

dapat bersifat horizontal apabila satu norma bertentangan dengan norma 

lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan atau disebut juga 

konflik horizontal.

Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan atau statute 

approach, yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam 

wujud tat urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga 

perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah 

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau 

apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama 

ataupun yang baru.

b) Pendekatan Konseptual



Pada pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraaikan 

dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya 

norma kosong. Artinya dalam system hukum yang sedang berlaku tidak 

atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang 

dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum yang 

konkret. Dengan mendasarkan hasil penelusuran itu kemudian peneliti 

akan mampu memformulasikan pendapatnya sendiri tentang urgensi 

pengaturan konsep “pembuktian terbalik”, tentunya setelah 

mempertimbangkan segi positif dan negatifnya atau kekuatan dan 

kelemahannya.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus atau case approach dapat digunakan oleh 

peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan 

kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. 

Pendekatan kasus dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh 

kalangan praktisi amupun kalangan teoretisi atau akademisi.35

3. Data dan Sumber Bahan Hukum

Menurut sumbernya, sumber data penelitian ini hanya terdiri dari data 

sekunder. Data Sekunder, ialah data-data yang didapat dan diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan 

35 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet ke-II Prenada Media 
Group, Jakarta, 2017, hlm. 156-165.



objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan 

skripsi,tesis,disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum 

yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan. Bahan-bahan 

hukum yang mengikat tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan objek penelitian ini diantaranya yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan,  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. PER.02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun 

Maksimum bagi Peserta dana Pensiun, Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor: 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait pada permasalahan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat 

dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan 

hukum primer diantaranya ialah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum 



yang berkaitan dengan objek penelitian ini seperti jurnal-jurnal hukum, 

artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya. 36

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum) ensiklopedia, dan sebagainya.37

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini didapatkan dari studi 

kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen. 

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan 

tersebut, kemudian dilah serta dijabarkan secara sistematis dan dibuat 

dengan mengklasifikasikan data-data yang ada. 

5. Metode Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif 

dengan cara menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul. Maksud 

dari penggunaan metode tersebut adalah untuk memberikan gambaran 

terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pendekatan yuridis normatif. 

Pada metode inipun, data yang diperoleh yaitu data sekunder yang akan 

diinvestasikan dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskrif 

36 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 175-176.
37 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo, 

Jakarta, 2014, hlm. 32.



analis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara 

sistematis.38

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah penelitian dengan 

cara pengambilan kesimpulan dari suatu pembahasan serta pengertian yang 

bersifat umum, kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus 

sehingga mampu mencapai tujuan suatu rumusan dapat terjawab.39

H. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan mengemukakan 

garis besar penulisan, agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan 

skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab kemudian dibagi 

lagi menjadi beberapa sub bab, secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis diharapkan dapat memberikan gambaran awal 

mengenai penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, 

kerangka teori yang digunakan sebagai penyelesaian permasalahan hukum, 

38 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 
2009, hlm. 145.

39 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70.



metodologi sebagai metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dan 

yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan umum serta pengertian 

mengenai  pekerja, pengusaha, perselisihan hubungan industrial, pemutusan 

hubungan kerja, dan pensiun.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulisa akan membahas mengenai Pertimbangan 

hukum hakim dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-

PHI/2015/PN.Bdg serta membahas hal yang menjadi faktor penghambat PT. 

Panasia Indo Resources sehingga tidak menerima permohonan pensiun yang 

diajukan oleh Pemohon.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan mendapatnya mengenai 

kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini yang merupakan rangkuman dari 

pembahasan dan juga penulisa akan menyampaikan sara-saran dari 

permasalahan penelitian ini.
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